BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN SARMI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,
Lampiran ;1 (satu)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

b. bahwa Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota
menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap
Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Sarmi tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
Bersumber Dari APBD Kabupaten Sarmi Tahun
Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-...../2
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. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
129);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 3026) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018
Nomor 157) ;

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1838);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peratuan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tetang Pengelolaan
Dana Desa Tahu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020
Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 384);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 50/PMK/2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
500);

Peraturan Menteri Desa, Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
632);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pengunaan
Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1129);

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 222 /PMK-07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

25. Surat..../5



Menetapkan

-5-

25. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid
2019 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Tanggal
20 Maret 2020.

26. Surat Edaran Direktorat Peribangan Keungan
Kementerian Republik Indonesia Nomor SE-
2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan
Anggaran Trassfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemik Corono
Virus Disease 2019 tanggal 8 Februari 2021.

27. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi Nomor
1261 /PRI.O0/IV /2020 Terkait Inti Perubahan Proritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Tanggal 14
April 2020

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarmi Tahun 2021 Nomor 1);

30. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SARMI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sarmi ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan  pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana...../6



2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Sarmi Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
sebagaimana dalam Pasal 97 Ayat 2, dengan alokasi :

a. Alokasi Dasar

b. Alokasi Formula .

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Sarmi dikali 30% dibagi jumlah desa/
kelurahan yang telah teregistrasi nomor pokok
desa/kelurahan dan desa/kelurahan pemekaran yang
belum teregistrasi nomor pokok desanya.

Pasal 4

Besarnya nilai Alokasi Dasar untuk 112 Kampung dan 3
Kelurahan adalah Rp. 53.821.899,-

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf b, dihitung 70 % dari total Alokasi Dana Desa dibagi
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang datanya
bersumber dari Dinas Sosial, Bappeda, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kementerian
yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 6..../7



Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 *
Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa
Kabupaten Sarmi

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa Kabupaten Sarmi.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Kabupaten
Sarmi.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

Kabupaten Sarmi.
Alokasi Formula Kabupaten Sarmi.

AF Kab/Kota

Pasal 9

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa
di Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sarmi ini.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 1
tahap sekaligus (100%) setelah Bupati Sarmi melalui
DPMK dan BPKAD menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Pemerintah Kampung/Kelurahan,
dengan ketentuan :

1. Tahap I berupa :
a. Peraturan desa mengenai APBDes;
b. RKPK, APBK dan RAB definitive/perubahan
Tahun 2020
c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana tahun anggaran sebelumnya;

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
angka 1 huruf c dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap desa.

(3) Penyusunan...../8



(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana pada ayat (1) angka 1 huruf c
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran dan capaian keluaran.

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Distrik
atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau
dokumen elektronik (softcopy).

(6)Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran, Alokasi Dana Desa disalurkan dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
Ayat (1).

(7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan
ketentuan :

a. Tahap I berupa:

1) Peraturan Desa mengenai APBDes

2) RKPK, APBK dan RAB Definitif/perubahan
tahun 2021.

3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggara
sebelumnya.

BAB IV
BELANJA DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

(1)Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa
digunakan dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus)
dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan
untuk mendanai program kegiatan bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat Desa; dan

b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari
jumlah anggaran belanja Desa digunakan
untuk:

a. Operasional Pemerintah Desa.

b. Tunjangan dan operasional Badan
Permusyawaratan Desa; dan

c. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(2) Alokasi...../ 9



(2) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputi :

a) Peningkatan kualitas hidup;

b) Peningkatan kesejahteraan;

c) Penanggulangan kemiskinan;

d) Peningkatan pelayanan publik, dan

e) Selanjutnya disesuaikan dengan prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dalam :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Proritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Proritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020.

S. Prioritas RPJMD Kabupaten Sarmi, RPJMDes
dan RKPK Kampung/Kelurahan yang belum
dibiayai oleh APBD dan Dana Desa Tahun 2020.

(3) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam
prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan
peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana
Desa berpedoman pada pedoman teknis yang
ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Alokasi Dana Desa.

(2) Pelaksanaan...../ 10
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(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana
Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan
Alokasi Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Alokasi Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam
hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).;

b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh
persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan  penyaluran  Alokasi Dana  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa
tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana
Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I,
penyaluran Dana Desa tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan
Desember tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di
RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar
dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa
yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana
Desa di RKUD.

(5) Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Rekomendasi...../ 11
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas fungsional
di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan
Alokasi Dana Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati sebelum batas waktu
tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang

(2)

ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%;
dan

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi
penundaan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan
huruf ¢ berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan
lagi ke RKD dan menjadi sisa Alokasi Dana Desa di
RKUD.

(3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana
Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Alokasi

bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali
dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana
Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan...../ 12
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(2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal, 12 Juli 2021

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
Pada tanggal, 14 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 32.

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;

Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;
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